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ABSTRAK

Terjadi kurang nya pelayanan publik yang diberikan oleh ASN menyangkut
dalam melayani keperluan masyarakat, masih banyak kecurangan yang terlihat pada
salah satu instansi lembaga pelayanan publik, kecurangan yang dilakukan menjurus
kepada permasalah yang di teliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumsel dalam mengawasi penyelenggara
pelayanan publik di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. Penelitian
ini menggunakan metode normatif empiris, walaupun penulis tidak menemukan
kejanggalan sewaktu penelitian, tetapi masih ada masyarakat yang mengeluh tentang
oknum-oknum yang melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan dan
masih adanya penundaan dalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat.

Data yang di kumpulkan merupakan data primer yang di dapat langsung dari
sumbernya dengan melakukan wawancara terhadap responden dan data sekunder
yang di dapat dari luar data primer yaitu sebagai penunjang dan pelengkap dari
penelitian seperti dokumen, majalah, dan jumnal.

Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan
Sumsel telah berjalan sebagaimana yang di atur oleh pemerintah pusat seperti
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan, menjalin kerja sama antar lembaga, mer_nndak lanjuti
laporan pengaduan masyarakat, melakukan investigasi dan terakhir melakukan

rekomendasi.
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berikut :

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai

|. Ombudsman Republik Indonesia berperan dalam mengawasi pelayanan pubik,

[ o ]

adapun peran dari Ombudsman adalah melakukan pengawasan dalam
bentukpengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif. Pengawasan
preventif ialah pengawasan yang dilakukan dengan cara pencegahan sebelum
terjadinya maladministrasi dan pengawasan represif dilakukan setelah adanya
laporandari masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ombudsman
dilakukandengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam
bentuk diskusi maupun melalui media elektronik dan media cetak. Selain itu
upaya yang dilakukan adalah melakukan penilaian kepatuhan di Dinas Pelayanan

publik. Dari hasil penelitian kepatuhan tersebut didapatkan hasil bahwa dinas

= \ 1 cat
pelayanan publik berada pada zona merah, yang berarti menggambarkan tingka

kepatuhan rendah, sehingga rentan terjadinya maladministras.

: inistrasi
Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan admini

1alah sebagai fur negara
negara adalah sebagai unsur aparatur negara adalah sebagai unsur apara

___—‘-_
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